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ABSTRAK 
ANNISA MUTMAINNA WIDIASARI (B 111 11 140), dengan judul 
“Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan    Kejahatan 
Yang Dilakukan Geng Motor Di Kota Makassar ( Studi Kasus Polsek 
Panakkukang Tahun 2014)”. Di bawah bimbingan H.M.Said Karim 
selaku Pembimbing I dan Amir Ilyas selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dua 
hal. Pertama, faktor-faktor terjadinya aksi geng motor di Kota Makassar 
terkhususnya di Kecamatan Panakkukang. kedua, peran Polsek 
Panakkukang dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan geng 
motor tahun 2014.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field 
research) dan dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 
khususnya di Kantor Kepolisian Sektor Panakkukang dengan mengambil 
data tindakan aksi geng motor. Selain itu, penulis juga mewawancarai 
pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas, yaitu 
Kapolsek Panakkukang dan Kasi Hukum Polsek Panakkukang guna 
memperoleh informasi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya 
kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kecamatan Panakkukang, 
Kota Makassar sekaligus upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Polsek 
Panakkukang dalam menanggulangi Kejahatan tersebut. Peneliti juga 
melakukan pengumpulan data-data berkenaan dengan objek penelitian 
dan melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku 
serta literature yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 
skripsi ini.  
Hasil yang diperoleh Penulis dalam penelitian ini, antara lain 
bahwa: (1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan 
yang dilakukan oleh geng motor di Kecamatan Panakkukang, Kota 
Makassar antara lain: Usia muda (labil, masih mencari jati diri dan masih 
nakal); Kurangnya perhatian dari Orang tua; Lingkungan; Obat-obat 
terlarang seperti somadril. Dan Minuman keras. (2) Upaya aparat hukum 
yang berwenang dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh 
geng motor di Polsek Panakkukang, meliputi upaya Preventif dan 
Represif.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
  
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI Tahun 1945), 
mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari 
segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. 
Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus 
ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada 
pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, 
kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara.  
R. Abdoel Djamali mengemukakan (2005:25) bahwa :  
Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas 
dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam 
masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban 
dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.Tetapi kenyataannya 
masih banyak masyarakat melanggar hukum. 
 
Negara mempunyai dua institusi penting dalam usaha menjaga 
keamanan dan ketertiban negara. Kedua institusi tersebut yaitu Tentara 
Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Tentara bertugas 
menjaga kedaulatan negara dari ganguan yang berasal dari luar maupun 
yang dari dalam. Sedangkan polisi bertugas menjaga keamanan dan 
ketertiban internal negara.  Peran kedua lembaga ini diamanatkan dalam 
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 30 ayat (2) yang 
berbunyi: “ usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui 
sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisisan Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan 
utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung” . 
Kepolisian Republik Indonesia dan struktur dibawahnya sebagai 
institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal negara, 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya nampaknya belum maksimal. Hal 
ini terlihat dengan keadaan internal negara yang masih belum aman 
secara menyeluruh. Indonesia Police Watch melansir bahwa ditengah-
tengah masyarakat saat ini muncul fenomana Geng Motor dengan aksi 
anarkis yang meresahkan masyarakat.  
Fenomena Kejahatan geng motor ini telah menjadi kejahatan yang 
sudah menjadi trending topic dan biasanya banyak dilakukan oleh kaum 
remaja. semua kejahatan yang dilakukan oleh geng motor sangat 
meresahkan masyarakat indonesia saat ini tak terkecuali masyarakat  
Kota Makassar. Tidak hanya pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu 
lintas, tetapi kejahatan seperti pengerusakan fasilitas umum, bentrok antar 
sesama geng motor, penganiayaan yang sampai merenggut nyawa orang 
lain, pemalakan, perampokan dan masih banyak kejahatan-kejahatan lain 
yang dilakukan oleh kelompok geng motor ini yang sudah sangat 
meresahkan masyarakat.     
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Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan 
hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di era globalisasi seperti 
sekarang ini, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam 
kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta 
munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat 
tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk 
diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap 
terjaga dan terpelihara. Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi 
hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. 
Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang 
dapat menggerakkan peristiwa hukum. (Chainur Arasjid, 2000:133). 
Oleh karena itu, Keamanan adalah hak warga negara. Hal ini secara 
jelas diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi : “setiap orang 
berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, 
dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa 
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ”.  
Romi Librayanto (2009:123) mengatakan keamanan warga negara 
haruslah diwujudkan oleh negara sebagai  fungsi internalnya. Fungsi 
internal negara yaitu memelihara ketertiban umum, ketentraman, 
keamanan, perdamaian dalam negara serta melindungi hak setiap orang.  
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Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma 
pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, 
yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan 
korbannya adalah anggota masyarakat juga. Kejahatan akan terus 
bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan 
yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin 
meresahkan masyarakat saat ini.  
Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat 
manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat 
peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah 
perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai 
usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan 
sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu 
kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan 
untuk mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatan, 
maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi pun 
tentang kejahatan. Dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap 
sebagai suatu kejahatan. Misalnya pasal 338 KUHP: “Barangsiapa 
dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena 
pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.  
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Geng motor pada dasarnya tidak memiliki defenisi yang pasti, namun 
penulis mencoba mendefenisikan bahwa geng motor adalah sekumpulan 
orang atau kelompok yang menggunakan motor sebagai pemersatunya 
dan biasanya mengarah ke hal-hal negatif. Sebutan geng motor ini selalu 
memberikan citra buruk yang biasanya identik dengan tindakan anarkis. 
Akhir-akhir ini, aksi geng motor memang semakin banyak meresahkan 
masyarakat, karena tindakan-tindakan yang mereka lakukan bukan lagi 
hanya sekedar mengganggu ketertiban umum misalnya dengan 
melakukan balapan liar tetapi telah berkembang kearah tindak pidana 
berupa penjambretan, perampokan, pengrusakan, penganiayaan bahkan 
sampai melakukan pembunuhan. Terkhusus di Kota Makassar dan lebih 
spesifiknya lagi di daerah Kecamatan Panakkukang, gaya hidup remaja 
yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut 
mempengaruhi semakin banyaknya geng motor yang ada di wilayah Kota 
Makassar. 
Hal ini tentunya harus segera mendapat perhatian serius, karena jika 
kita melihat yang terjadi di Kalimantan, Bandung, Jakarta dan beberapa 
daerah di Pulau Jawa, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana 
dan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yang pada akhirnya 
semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal tersebut terjadi 
di wilayah Kota Makassar (kec. Panakkukang) harus segera ditemukan 
solusi efektif guna pemberantasannya.  
6 
Sampai saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi 
pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya 
kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Ada sebuah 
Teori dari W.A.Bonger yang mempelajari apakah ada hubungan suku 
bangsa dengan kejahatan, ataukah kejahatan sebagai suatu gejala 
masyarakat, dan pengaruh kejiwaan yang mengakibatkan seseorang 
melakukan tindak pidana. Namun hal ini kemudian masih membutuhkan 
penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hal yang lebih komprehensif 
dan mendalam.  
Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam 
penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam 
memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat 
pada umunya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan 
tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif 
(penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika 
kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana 
tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana.  
Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana 
yang dilakukan oleh geng motor, agar kemudian dapat ditemukan solusi 
efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak 
meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh geng motor 
guna Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah 
masyarakat.  
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk 
mengkaji permasalahan tersebut dengan judul: “Peranan Kepolisian 
Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh 
Geng Motor Di Kota Makassar ( Studi Kasus Polsek Panakkukang 
Tahun 2014)”.  
 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting di dalam 
sebuah penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan 
memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan 
tujuan yang diterapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, 
sebagai berikut :  
1. Apakah yang menjadi faktor-faktor terjadinya aksi geng motor 
khususnya di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ? 
2. Bagaimanakah peran Polsek Panakkukang dalam 
menanggulangi tindak pidana yang dilakukan geng motor tahun 
2014 ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor terjadinya aksi 
geng motor di Kota Makassar terkhususnya di Kecamatan 
Panakkukang. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Polsek 
Panakkukang dalam menanggulangi tindak pidana yang 
dilakukan geng motor tahun 2014. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Sebagai pengembangan pengetahuan tentang bagaimana kondisi 
masyarakat kota makassar dengan hadirnya fenomena kekerasan 
geng motor. Memberikan pengetahuan bagi para akademisi hukum 
maupun non hukum juga khususnya penulis tentang fenomena 
geng motor untuk menciptakan keamanan dan ketertiban daerah 
kota makassar dan indonesia pada umumnya.  
2. Secara Praktis diharapkan penelitian ini memberi jawaban atas 
kekeliruan atau ketidaktahuan yang terjadi terhadap image 
kepolisian yang semakin “tidak dipercaya” oleh sebagian 
masyarakat dalam hal memberantas tindak pidana geng motor, dan 
juga sebagai nasehat serta saran kepada pihak kepolisian dalam 
penanggulangan tindak kejahatan geng motor serta menjadi 
referensi khusus bagi mahasiswa yang menggeluti ilmu hukum 
pidana, mengingat perkembangan disiplin ilmu ini mengalami 
banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk 
menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu kontruksi 
pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Kriminologi  
Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak 
dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lambrosso (1876) tentang 
teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori 
mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran 
lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah 
membawa perubahan pandangan. Kriminologi menyelidiki kausa 
kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya 
kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari 
kekuasaan (Negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para 
penjahat baru dalam masyarakat. (Romli Atmasasmita, 2010:3) 
Sedangkan Topo Santoso (2010:9) mengatakan bahwa Kriminologi 
merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama 
kriminologi yang ditemukan oleh P. Tonipard (1830-1911) seorang ahli 
antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang 
berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu 
pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau 
penjahat. 
Menurut Kartini Kartono (2003: 121) Istilah kriminalitas berasal dari 
bahasa Inggris “crime” yakni kejahatan. Kejahatan secara formal dapat 
diartikan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial 
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dan undang-undang pidana, bertentangan dengan moral kemanusiaan, 
bersifat merugikan, sehingga ditentang oleh masyarakat. 
Dalam pandangan sisiologis, kejahatan diartikan sebagai semua 
bentuk ucapan dan tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, 
serta merugikan dan mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara 
ekonomis, politis maupun sosial-psikologis. 
Dari kedua paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan 
merupakan segala bentuk kegiatan yang sifatnya merugikan, baik berupa 
ucapan maupun perbuatan, baik itu tercantum dalam undang-undang 
pidana maupun yang sifatnya kondisional menurut pandangan masyarakat 
tertentu. 
Sedangkan ilmu yang membahas tentang kejahatan disebut 
kriminologi. Istilah ini muncul dari seorang antropolog Perancis P. 
Topinard (1800-1911). Kemudian didefinisikan oleh beberapa sarjana 
terkenal, di antaranya : (Kartini Kartono, 2003:122) 
1. Mr. Paul Moedigdo Moeliono, seorang kriminologi Indonesia 
menyatakan, bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan 
yang membahas tentang kejahatan sebagai masalah manusia, 
yang ditunjang oleh berbagai ilmu pengetahuan lainnya; 
2. J. Michael dan M.J. Adler menegaskan, bahwa kriminolgi 
berupa segenap informasi tentang perbuatan, sifat, lingkungan 
dan keadaan seorang penjahat; 
3. Mr. W. A. bonger, dosen besar Universitas Amsterdam 
membagi kriminologi menjadi dua pengertian yang terpisah, 
yaitu kriminalistik dan kriminologi. Kriminalistik merupakan ilmu 
pengetahuan yang mengarah pada permasalahan teknis, yakni 
sebagai suatu alat untuk mengadakan suatu penyelidikan 
perkara kejahatan, dengan menggunakan ilmu sidik jari 
misalnya. Sedangkan kriminologi (dalam pengertian sempit), 
adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan perbuatan-
perbuatannya (penampilan dan sebab akibatnya). 
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Dari beberapa definisi yang dinyatakan oleh beberapa pakar, termasuk 
tiga pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa kriminologi, baik dalam 
pengertian luas dan sempit, pada dasarnya mengarah pada ranah 
kejahatan dan hal-hal terkait di dalamnya, mulai dari tindak kejahatnnya, 
pelakunya, sebab akibatnya, hingga solusi pencegahan dan 
pemberantasannya. 
W.A.Bonger dalam Topo Santoso (2010:9-10)  memberikan definisi 
kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala 
kejahatan seluas-luasnya.  Melalui definisi ini, W.A.Bonger lalu membagi 
kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :  
1. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu tentang manusia yang jahat 
(somatic). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas 
pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai 
tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan suku bangsa 
dengan kejahatan dan seterusnya;  
2. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
sebagai suatu gejala masyarakat;  
3. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat 
dilihat dari sudut kejiwaannya;  
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal, yaitu ilmu tentang 
penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf; dan  
5. Penologi, yaitu ilmu mengenai tumbuh dan berkembangnya 
hukuman. 
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Sutherland merumuskan, kriminologi sebagai keseluruhan ilmu 
pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala 
sosial, mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum 
dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sutherland kemudian membagi 
kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu : 
a. Sosiologi hukum, yaitu cabang ilmu kriminologi yang menyelidiki 
faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum 
(khususnya pidana) disamping menyelidiki sebab-sebab 
kejahatan;  
b. Etiologi kejahatan, yaitu cabang ilmu kriminologi yang mencari 
sebab musabab dari kejahatan; dan 
c. Penologi, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, 
akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang 
berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik 
represif maupun preventif. 
Michael dan Adler menyatakan “Kriminologi adalah keseluruhan 
keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan 
mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-
lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”. 
Sedangkan Wood merumuskan “Kriminologi meliputi keseluruhan 
pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang 
bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya 
reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat”.  
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Di samping itu, Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam The Sociology of 
Crime and Deliquency, memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan 
ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh 
pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan 
mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, 
keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang 
berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi 
masyarakat terhadap keduanya. 
Berdasarkan beberapa pandangan pakar tentang pengertian 
kriminologi tersebut, tampak memiliki persamaan antara satu dengan yang 
lainnya, walaupun variasi bahasa dalam pengungkapannya berbeda, akan 
tetapi perbedaan tersebut tidak mempengaruhi hakekatnya sebagai suatu 
ilmu pengetahuan yang berorientasi terhadap kejahatan, mencari tahu 
mengapa orang menjadi jahat, sekaligus cara memberantas atau 
menanggulangi kejahatan tersebut dan mendidik atau membina penjahat 
agar menjadi orang yang baik di tengah masyarakat.  
Selanjutnya menurut Moeljatno (1986:142) kejahatan dapat 
dikelompokkan menjadi beberapa bagian sesuai dengan sisi 
kejahatannya, seperti: 
1. Kejahatan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana di 
Indonesia, seperti melawan dan melanggar keamanan negara, 
melanggar ketertiban umum, pemalsuan mata uang, penganiayaan, 
penggelapan dan sebagainya; 
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2. Kejahatan menurut bentuk dan jenisnya; seperti perampokan, 
penipuan, pencurian, kekerasan dan sebagainya; 
3. Kejahatan menurut cara yang dilakukannya, seperti penjahat 
bersenjata/tidak bersenjata, penjahat berdarah dingin, penjahat 
berkelompok, penjahat situasional, penjahat residivis, penjahat 
kebetulan dan sebagainya; 
4. Kejahatan menurut obyek sasarannya, seperti kejahatan ekonomi, 
kejahatan politik, kejahatan kesusilaan, kejahatan terhadap jiwa 
dan harta benda dan sebagainya; 
5. Kejahatan menurut tipe pelakunya, seperti penjahat profesional, 
penjahat karena krisis jiwa, penjahat karena nafsu seksualitas, 
penjahat kesempatan dan sebagainya. 
Menurut beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu 
kejahatan terjadi bukan hanya berdasarkan satu sisi, tetapi juga ditunjang 
oleh beberapa sisi lain yang saling mempunyai hubungan timbal balik. 
Menurut Kartini Kartono (2003:151) Adapun pengaruh positif yang 
muncul sebagai dampak dari kejahatan, di antaranya adalah: 
1. Menumbuhkan rasa solidaritas terhadap pihak yang menjadi 
sasaran kejahatan; 
2. Munculnya pembaharuan terhadap norma-norma sosial, 
sehingga peradaban masyarakat menjadi lebih sempurna di 
masa mendatang; 
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3. Memperbesar kekuatan hukum dan fisik demi memberantas 
kejahatan. 
Efek-efek tersebut muncul sebagai timbal balik dari prilaku kejahatan 
yang ada, artinya perkembangan tingkat kejahatan sangat berpengaruh 
terhadap perkembangan hukum di suatu tempat. 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan  
Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk 
menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan 
demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut 
bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, 
yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa 
yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain 
sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat 
menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya 
perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.  
Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan 
pendapat di antara para sarjana. R. Soesilo membedakan pengertian 
kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. 
Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan 
tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi 
sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau 
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tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan 
masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan 
ketertiban.  
Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang 
oleh Negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk 
mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. 
Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, 
masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan 
adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu dapatlah dirumuskan 
bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak 
pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan 
dalam masyarakat.  
Dalam bukunya, A. S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua 
sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from the 
legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah 
setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun 
jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam 
perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang 
bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from 
the sociological point of view). 
Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan 
yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.  
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Kejahatan dapat digolongkan dalam tiga jenis pengertian sebagai 
berikut : 
1. Pengertian secara praktis (sosiologis)  
Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang 
hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.  
2. Pengertian secara religius  
Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah perintah 
Tuhan disebut kejahatan. 
3. Pengertian secara yuridis  
Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan 
atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi 
masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.  
Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, ada tujuh 
unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur 
tersebut antara lain :  
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm)  
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur didalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang 
dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian 
tersebut telah diatur didalam Pasal 362 KUHP.  
3. Harus ada perbuatan (criminal act)  
4. Harus ada maksud jahat. 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. 
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6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam 
KUHP dengan perbuatan.  
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. 
Menurut Penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam 
undang-undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang 
masih hidup dalam masyarakat secara moril, tetap dianggap sebagai 
kejahatan namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang 
perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, maka 
perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang 
hukum atau yang kita kenal dengan “asas legalitas”. 
2. Teori Penyebab Kejahatan 
Masyarakat modern yang sangat kompleks dapat menumbuhkan 
aspirasi-aspirasi materiil yang tinggi dan sering disertai ambisi-ambisi 
sosial yang tidak sehat. Kebutuhan akan pemenuhan materiil tanpa 
mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan wajar mendorong 
terjadinya tindakan, dengan kata lain apabila harapan tidak sesuai dengan 
kenyataan akan menimbulkan masalah. 
Defenisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama dari 
sudut pandang hukum yang memandang kejahatan sebagai tingkah laku 
yang melanggar hukum pidana. Kedua dari sudut pandang sosiologis 
yang berpendapat bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan yang 
melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. (A.S 
Alam & Hasbi, 2005:2). 
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Secara sosiologis kejahatan disebabkan karena adanya disorganisasi 
sosial. Artinya, dengan adanya disorganisasi sosial ini dapat 
mengakibatkan runtuhnya fungsi para pengontrol dari lembaga/institusi 
sosial dan memberikan kemungkinan pada individu-individu untuk 
bertingkah laku sesuai dengan keinginannya tanpa ada kendali, kontrol, 
dan tanpa penggunaan pola susila tertentu. Dengan hilangnya fungsi 
kontrol tadi mengakibatkan disorganisasi dalam masyarakat, dimana 
norma-norma institusional kehilangan efektifnya. 
Ditinjau dari sudut pandang sosiologi, terdapat beberapa pendekatan 
yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Pendekatan 
pertama menjelaskan bahwa individu yang disosialisir secara kurang tepat 
tidak dapat menyerap norma-norma kultural ke dalam kepribadiannya 
Karena tidak mampu membedakan perilaku yang pantas dan kurang 
pantas menurut peradaban. Pendektan kedua menjelaskan kejahatan 
adalah akibat dari ketegangan yang terjadi antara kebudayaan dan 
struktur sosial suatu masyarakat. Sedangkan pendekatan ketiga 
menjelaskan individu melakukan kegiatan kejahatan karena belajar dari 
perbuatan kejahatan sebelumnya. 
Pada umumnya faktor penyebab kejahatan terdapat tiga kelompok 
pendapat (Gosita, 2004:143) yaitu: 
a) Pendapat bahwa kriminlitas itu disebabkan karena pengaruh 
yang terdapat di luar diri pelaku. 
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b) Pendapat bahwa krimnalitas merupakan akibat dari bakat jahat 
yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri. 
c) Pendapat yang menggabungkan, bahwa kriminalitas itu 
disebabkan baik karena pengaruh di luar pelaku maupun karena 
sifat atau bakat si pelaku. 
Klasifikasi kejahatan yang dilakukan oleh ahli-ahli sosiologi, terbagi 
atas: 
a) Violent personel crime (kejahatan kekerasan terhadap orang). 
Contoh: pembunuhan (murder), penganiayaan (assault), 
pemerkosaan (rape). 
b) Occasional property crime (kejahatan harta benda karena 
kesempatan). Contoh: pencurian kendaraan bermotor, 
pencurian di toko-toko besar. 
c) Occupational crime (kejahatan karena kedudukan/jabatan). 
Contoh: white collar crime, seperti korupsi 
Adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sbab terjadinya kejahatan, 
yaitu : 
1) Teori lingkungan 
Dalam Buku Doktrin-Doktrin Kriminologi (Soerjono, 1973:42) bahwa 
Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. ddalam teori sebab-sebab 
terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia 
lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri” 
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Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan 
bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi 
seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
tersebut adalah : 
1. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan 
kejahatan; 
2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan; 
3. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan; 
2) Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.( Soejono, 1976:42) 
Jadi, selian dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), fakto 
eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam 
menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh 
W.A. Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam 
menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat 
atau baik.” 
3) Teori Kontrol Sosial 
Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang 
mengatakan bahwa : 
Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal 
yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak 
adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud.  
Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. 
Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk 
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menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara 
melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol 
Sosial (eksternal kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau 
lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau 
peraturan menjadi efektif.( Romli atmasasmita,1992:32.) 
Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan 
seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga 
atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka 
kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga 
sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol 
yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak 
disiplinnya suatu kontrol tersebut. 
4) Teori Spiritualisme 
Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dair sudut 
kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah 
tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan 
seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan 
seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat 
seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk 
melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan. 
5) Teori Multi Faktor 
Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam 
memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai 
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berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau 
dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”. Jadi, menurut teori ini, 
penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, 
tetapi dapat lebih dari itu. 
Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-
usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki 
pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. 
Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha 
mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku 
yang telah melakukan kejahatan. 
Menurut Soedjono D mengatakan bahwa dapat dilakukan usaha-usaha 
sebagai berikut : 
“Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi tindakan preventif dan 
represif. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha penanggulangan 
kejahatan remaja merupakan langkah utama bagi penanggulangan 
kejahatan secara umum”. 
a. Penanggulangan yang terarah harus meliputi tindakan preventif 
dan rehabilitas sosial. 
b. Usaha penanggulangan kejahatan yagn sebaik-baiknya harus 
meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 
1. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik; 
2. Peradilan yang objektif; 
3. Hukum dan perundang-undangan yang wibawa; 
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4. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah 
yang serasi; 
5. Pembinaan organisasi kemasyarakatan; 
6. Partisipasi masyarakat; 
Muladi (1985:61) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan 
timbulnyanya kejahatan. 
Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak 
pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-
undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono D (1976:31). yang merumuskab 
bahwa Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat 
dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga 
dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat 
secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang 
menanggulangi kejahatan. 
Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi 
dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga di 
bebankan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna 
menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin. 
 
3. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan  
Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha 
menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah 
aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan 
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sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-18. Pada waktu itu, 
seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang 
dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang 
tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan 
dan muncullah beberapa aliran, yaitu aliran, yaitu aliran klasik, kartografi, 
tipologi dan aliran sosiologi berusaha untuk menerangkan sebab-sebab 
kejahatan secara teoritis ilmiah.  
Aliran klasik timbul dari Inggris, kemudian menyebar luaskan ke Eropa 
dan Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik. Bagi aliran ini 
setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan 
tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana 
yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih 
kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan. Dengan demikian, setiap 
perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan 
kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun 
dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan 
kesenangan. 
Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan bahwa 
setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan 
dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut.  Masalah sebab-
sebab kejahatan selalu merupakan persoalan yang sangat menarik. 
Berbagi teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para 
ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai 
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dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang 
memuaskan.  
Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik 
dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. 
Sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakuakn penyidikan sebab musabab 
kejahatan, karena smapai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa 
resiko yang besar atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orng tertentu 
melakuakn kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku 
manusia baik individu maupun secara kelompok.  
Meskipun demikian, para ahli belum bisa menemukan faktor 
lingkungan apa den bagaimana, yang menjadi sebab yang pasti daripada 
terjadinya kejahatan, seperti dinyatakan oleh Mardjono Reksodiputro 
bahwa kriminologi saat ini belum sampai memungkinkan untuk dengan 
tegas menentukan sebab-sebab orng melakukan pelanggaran norma 
hukum (berbuat kejahatan). Tingkat pengetahuan kriminologi dewasa ini 
masih dalam taraf mencari, melalui penelitian dan penyusunan teori. 
Dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan dalam 
lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa teori-teori berbeda dengan 
teori-teori lainnya, teori dari aspek sosiologis memiliki alasan-alasan 
penyebab kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori penyebab 
kejahatan dari aspek sosiologis tersebut dikelompokkan menjadi tiga 
kategori umum, yaitu:  
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1. Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (keterangan)  
2. Cultural Deviance (penyimpangan budaya)  
3. Social Control (control sosial)  
Teori Anomie dan penyimpangan budaya,memusatkan perhatian pada 
kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang 
melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan 
tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie 
beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat 
nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya 
anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah kesuksesan dalam 
ekonomi. Oleh karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-
sarana yang sah (legitimate means) untuk mencapai tujuan tersebut, 
seperti gaji tinggi, bidan usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi 
frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah 
(illegitimate means). Lain halnya dengan teori penyimpangan budaya yang 
mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat 
nilai-nilai yang berbeda, dan cederung konflik dengan nilai-nilai kelas 
menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang bawah 
mengikuto sistem nilai mereka sendiri. Mereka mungkin telah melanggar 
norma-norma konvensional.  
Menurut walter Lunden dalam A.S Alam (2010:46) bahwa faktor-faktor 
yang berperan dan gejala yang dihadapi Negara-negara berkembang saat 
ini dalam timbulnya kejahatan, adalah sebagai berikut :  
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a. Gelombang urbanisai remaja dari desa kekota-kota jumlahnya 
cukup besar dan sukar dicegah. 
b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisonal dengan 
norma-norma baru yang tumbuh dalam proses penggeseran 
sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.  
c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat 
pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota 
masyarakat terutama remanya menghadapi “samarpola” 
(ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya. 
4. Teori Penanggulangan Kejahatan  
Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, 
baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada 
umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil 
terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi 
permasalahan tertentu.  
Menurut Barda Nawawi Arief (2001:77), bahwa upaya atau kebijakan 
untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk 
bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari 
kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan 
/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan / upaya-upaya 
untuk perlindungan masyarakat.  
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Lain halnya menurut Baharuddin Lopa (2001:16) bahwa upaya dalam 
menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi 
langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).  
Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa (2001:17-18) 
meliputi:  
a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi 
pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi 
kejahatan.  
b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk 
mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan . 
c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan 
kesadaran hukum rakyat. 
d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak 
hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif 
maupun preventif. 
e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme 
bagi para pelaksana penegak hukum. 
Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey dalam 
Romli Atmasasmita (1992:66) dalam bukunya Teori dan Kapita Selekta 
Kriminologi yang mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam 
pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi 
frekuensi dari kejahatan yaitu:  
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1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan.  
Yakni suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah 
residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan 
yang dilakukan secara konseptual.  
2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (the first crime). 
Yakni satu cara yang ditujukan untk mencegah terjadinya 
kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang akan 
dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai 
metode preventif (prevention).  
Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya 
penanggulangan kejahatan mencakup preventif dan sekaligus berupaya 
untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di 
lembaga pemasyarakatan.  
Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan 
secara preventif dan represif.  
1. Upaya preventif  
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk 
mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. 
Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik 
penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam 
kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan 
dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang.  Sangat beralasan bila 
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upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh 
siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.  
Barnest dan Teeters dalam Romli Atmasasmita (1992:79) dalam 
bukunya Teori dan Kapita Selekta Kriminologi menunjukkan beberapa 
cara untuk menanggulangi kejahatan yakni:  
1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk 
mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan 
sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi 
tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. 
2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang 
menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun 
potensialitas tersebut disebabkan gangguan-ganguan 
biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan 
sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan 
suatu kesatuan yang harmonis.  
Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas tampak bahwa 
kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan 
lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku 
kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain 
perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sementara faktor-faktor 
biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.  Jadi dalam 
upaya preventif itu adalah melakukan suatu usaha yang positif, serta 
menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga 
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kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam 
pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-
ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, 
selain itu dilakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat 
bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.  
2. Upaya Represif  
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara 
konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. 
Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak 
para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta 
memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya 
merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan 
masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak 
akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat 
berat.  
Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem 
peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistem 
yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan 
kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan 
berhubungan secara fungsional (Abdul Syani, 1987:137). 
Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode 
perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment). Lebih jelasnya 
uraiannya sebagai berikut:  
33 
a. Perlakuan (treatment).  
Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan 
perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih 
menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam  
bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang 
ditimbulkannya. 
Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang 
membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, 
yakni: 
1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya 
perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang-orang 
yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, 
suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai 
usaha pencegahan. 
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung 
artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu 
hukum terhadap si pelaku kejahatan.  
Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah 
tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang 
diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan 
agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan 
dapat kembali bergaul dalam masyarakat seperti sedia kala. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan 
pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku 
kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi di kemudian 
hari. 
b. Penghukuman (punishment).  
A.S. Alam (2010:80) mengatakan jika ada pelanggar hukum yang tidak 
memungkinkan untuk diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena 
kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka 
perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan 
dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem 
pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan 
penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan, hukuman dijatuhkan 
kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin, 
bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan 
pelaku kejahatan. 
C. Pengertian Geng Motor 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2001), geng berarti 
sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatarbelakangi oleh 
persamaan latar sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya. Sedangkan 
motor dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata benda yang 
menjadi tenaga penggerak. Pelakunya dikenal dengan sebutan gengster. 
Sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, gangster. Gangster atau 
bandit berarti suatu anggota dalam sebuah kelompok kriminal 
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(gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan urakan dan anti-
aturan (Wikipedia Dictionary). Dan geng motor sendiri dilandasi oleh 
aktivitas kesenangan di atas motor. Umumnya keberadaan mereka ada di 
setiap kota besar dan perilakunya telah menjadi penyakit sosial yang akut. 
Yamil Anwar Adang (2010:391) mengemukakan bahwa: “Geng 
delinquen banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar, dan 
bertanggung jawab atas banyaknya kejahatan dalam bentuk 
pencurian, perusakan milik orang lain, dengan sengaja melanggar dan 
menentang otoritas orang dewasa serta moralitas yang konvensional, 
melakukan tindakan kekerasan meneror lingkungan, dan lain-lain”.  
 
Pada umumnya anak-anak remaja ini sangat agresif sifatnya, suka 
berkelahi dengan siapa pun tanpa suatu sebab yang jelas, dengan tujuan 
sekedar untuk mengukur kekuatan kelompok sendiri, serta membuat onar 
di tengah lingkungan.  
Berdasarkan uraian di atas, ciri-ciri karakteristik geng diantaranya 
yaitu:  
Jumlah anggotanya sekitar antara 3-40 anak remaja, jarang 
beranggotakan lebih dari 50 orang anak remaja; anggota geng lebih 
banyak terdiri dari anak-anak laki-laki ketimbang anak perempuan, 
walaupun ada juga anak perempuan yang ada di dalamnya.  
Dalam hal pengertian ada perbedaan antara geng motor dengan 
kelompok pengguna motor (club motor) yang harus dipahami oleh 
masyarakat luas. Muhammad Mustaqim membahas mengenai perbedaan 
tersebut. Perbedaannya adalah club motor merupakan kelompok yang 
mengusung merek atau spesifikasi tertentu dengan perangkat organisasi 
formal untuk menjadi anggotanya dan kegiatan club motor jauh dari hal-
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hal yang berbau negatif. Hal ini bertolak belakang dengan berbagai jenis 
kegiatan geng motor yang cenderung negatif seperti mencuri, tawuran, 
melakukan penganiayaan bahkan membunuh. Sedangkan dari segi 
pengertian, geng motor memiliki pengertian lebih sederhana dibandingkan 
club motor, karena geng motor merupakan kumpulan orang pencinta 
motor tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai.  
Kebanyakan geng tersebut pada awalnya merupakan kelompok yang 
melakukan kegiatan bersama untuk mencari pengalaman baru untuk 
merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan 
hati, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak 
terkendali, ada diluar control orang dewasa. Lalu berubahlah aksi-aksinya 
menjadi tindak kekerasan dan kejahatan (Kartini Kartono, 1986:14).  
Di dalam kelompok geng kemudian muncul bahasa sendiri dengan 
penggunaan kata dan istilah khusus yang hanya dapat dimengerti oleh 
para anggota geng itu sendiri. Dari seluruh kelompok itu selanjutnya 
muncul suatu tekanan kepada semua anggota kelompok, agar setiap 
individu mau menghormati dan mematuhi segala perintah yang sudah 
ditentukan (Mulyana Kusumah, 1981:97).  
Lambat laun dalam geng akan timbul benturan untuk memperebutkan 
peranan sosial tertentu. Muncullah kemudian secara spontan seorang 
atau beberapa tokoh pemimpin, yang kemunculannya lewat banyak konflik 
dan adu kekuatan melawan kawan-kawan sebaya atau dengan 
melakukan hal-hal yang berbahaya. Posisi kepemimpinan ini sangat 
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ditentukan oleh kualitas individualnya, yaitu oleh beberapa kemahiran dan 
kelebihannya jika dibandingkan dengan para anggota kelompok lainnya.  
Untuk menunjukan keberadaannya, geng lalu menentukan daerah 
oprasi sendiri. Dengan sengaja kemudian banyak dimunculkan 
pertengkaran dan perkelahian antar geng guna memperebutkan 
kedudukan sosial dalam geng tersebut. Banyaknya pertengkaran dan 
perkelahian massal itu diharapkan dapat menumbuhkan semangat korps, 
yaitu merupakan kepatuhan dan kesadaran yang menuntut setiap anggota 
menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari geng tersebut, disertai 
loyalitas dan kepatuhan mutlak. 
Menurut Collins dalam Rob White (2008:40) Buku Geng Remaja 
Fenomena Dan Tragedi Geng Remaja Di Dunia menyebutkan bahwa hal 
yang sangat berpengaruh pada proses identifikasi geng adalah fenomena 
pengucilan sosial. Alasan mengaku sebagai anggota geng adalah untuk 
menegaskan keberadaan sosialnya dan mendapatkan perlindungan 
secara terus-menerus. Secara umum anak-anak muda yang menyatakan 
dirinya anggota geng, akan cenderung dalam perilaku yang antisosial dan 
kriminal dibandingkan dengan mereka yang tidak mengaku menjadi 
anggota geng. 
 
D. Jenis Kejahatan Yang dilaukan Geng Motor  
Keberadaan gerombolan atau geng motor akhir-akhir ini semakin 
meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan kriminal yang diduga 
dilakukan parah anggota geng motor semakin sering terjadi di berbagai 
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wilayah Kota. Diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk 
menghentikan aksi geng motor tersebut.  
Berdasakan hal tersebut, Kartini Kartono dalam Yamil Anwar Adang 
(2010:394) mengemukakan tentang wujud perilaku delinkuen yang erat 
kaitannya dengan dampak dari maraknya geng motor di Kota Makassar. 
Wujud perilaku delinkuen ini yaitu:  
1. Kebut-kebutan di jalanan yang menggangu keamanan lalu lintas, 
dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;  
2. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan 
ketentraman sekitar. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi 
dan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan meneror 
lingkungan;  
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antara suku 
(tawuran), sehingga membawa korban jiwa;  
4. Kriminalitas anak, dan adolesens antara lain berupa perbuatan 
mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, 
merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong, 
melakukan pembunuhan, dengan jalan menyembelih korbannya, 
mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya;  
5. Berpesta pora, sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks 
bebas, atau (mabuk-mabukan hemat dan menimbulkan keadaan 
yang kacau balau) yang menggangu lingkungan;  
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6. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif 
seksual atau didorong oleh raeksi-reaksi kompensatoris dari 
perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi hebat, rasa 
kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh 
seseorang wanita, dan lain-lain. 
7. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius, drugs) yang 
erat bergandengan dengan tindak kejahatan.  
8. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, 
sehingga mengakibatkan ekses kriminalitas;  
9. Tindakan radikal dan ekstrem, dengan cara kekerasan, penculikan, 
dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja; 
10. Perbuatan asosial dan anti asosial lain disebabkan oleh gangguan 
kejiwaan dan remaja psikopatik, psikotik, neurotik, dan menderita 
gangguan kejiwaan lainnya;  
Dari segi sosiologi dan hukum, geng motor merupakan kelompok 
sosial yang memiliki dasar tujuan yang sama atau asosiasi yang dapat 
disebut suatu paguyuban tetapi hubungannya negatif dengan tidak teratur 
dan cenderung melakukan tindakan anarkis. Salah satu kontributor dari 
munculnya tindakan anarkis adalah adanya keyakinan atau anggapan / 
perasaan bersama (collective belief). 
Para pelaku geng motor memang sudah terbiasa untuk melanggar 
hukum. Setiap geng memang tidak membenarkan tindakan itu, tapi ada 
tradisi yang tidak tertulis dan dipahami secara kolektif bahwa tindakan itu 
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adalah bagian dari kehidupan jalanan. Apalagi jika yang melakukannya 
anggota baru yang masih berusia belasan tahun. Mereka mewajarkannya 
sebagai salah satu upaya mencari jati diri dengan melanggar kaidah 
hukum. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan perlu penyikapan 
yang bijaksana. Dalam konteks penanganan kejahatan yang dilakukan 
anak-anak dan remaja masih diperdebatkan apakah sistem peradilan 
pidana harus dikedepankan atau penyelesaian masalah secara 
musyawarah (out of court settlement) tanpa bersentuhan dengan sistem 
peradilan pidana yang lebih dominan walaupun dalam sistem hukum 
pidana positif Indonesia, penyelesaian perkara pidana tidak mengenal 
musyawarah. 
Hal-hal yang membedakan geng motor, club motor, dan motor 
community yaitu :  
1) Sekarang geng motor sudah berada dalam taraf berbahaya, tak 
segan mereka tawuran dan tak merasa berdosa para geng tersebut 
melakukan tindakan kekerasan. 
2) Club motor biasanya beranggotakan oleh orang-orang yang 
mempunyai hobi motor. Biasanya berada dibawah bendera 
pabrikan motor dan mempunyai nama dengan embel-embel 
pabrikan. Kegiatan club motor lebih mendasar ke arah kampanye 
safety riding dan kegiatan sosial.  
3) Komunitas motor memang tidak jauh beda dengan club motor, 
sama-sama tidak melakukan kegiatan yang berbauh rusuh dan 
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tawuran. Namun dari segi peraturan dan safety riding, komunitas 
motor berbeda jelas dan hanya lebih mengandalkan kegiatan 
touring tanpa embel-ember dari pabrikan motor.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar 
dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, 
menganalisa, dan memahami keadaan lingkungan di tempat 
dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan 
tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi :  
 
A. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Polsek Panakkukang Kota Makassar. 
Pemilihan lokasi ini didasari alasan karena daerah tersebut merupakan 
salah satu daerah yang memiliki tingkat perkembangan pembangunan 
dan penduduk yang cukup pesat dan merupakan central of business. Hal 
tersebut diikuti pula dengan meningkatnya angka kejahatan, yang 
dilakukan geng motor dalam beberapa tahun terakhir.  
 
B. Jenis Dan Sumber Data  
Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh Penulis dari 2 
(dua) jenis data yaitu:  
1. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan Penelitian 
ini.  
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2. Data Sekunder  
Adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian 
kepustakaan (Library Research), yaitu dimana dengan 
membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan objek 
yang dimaksud sesuai dengan judul skripsi ini kemudian 
membandingkan antara satu dengan yang lain dan dari hasil 
perbandingan itulah ditarik kesimpulan sebagai bahan kajian.  
 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Untuk mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh data, maka 
diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian 
sehingga Penulis memiliki metode yang jelas mengenai mekanisme 
perolehan data atau jawaban yang diperlukan.  
Dengan demikian, untuk memperolah data yang sesuai dengan tujuan 
penelitian, maka Penulis menggunakan metode kepustakaan (library 
research) dan metode penelitian lapangan (field research) yang dapat 
diuraikan sebagai berikut:  
1. Studi kepustakaan (library research), merupakan penyelidikan 
melalui buku-buku kepustakaan dan berbagai sumber bacaan 
dengan mengkaji teori-teori yang ada dalam literatur hukum 
pidana, dan kriminologi. 
2. Penelitian lapangan (field research), merupakan penelitian yang 
mengharuskanPenulis untuk turun langsung ke lapangan atau 
objek penelitian guna memperolah data-data yang berkaitan 
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dengan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor di 
wilayah hukum Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.  
Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga metode yaitu: 
metode interview, observasi, dan dokumenter. Dengan menggunakan tiga 
metode tersebut, diharapkan Penulis dapat memperoleh data sesuai 
dengan tujuan penelitian. Untuk memberikan penjelasan terhadap ketiga 
metode pengumpulan data tersebut, berikut ini akan dibahas secara 
singkat sebagai berikut :  
1. Metode Interview; Metode Interview merupakan metode 
pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang 
dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan 
penelitian. Adapun interview ini dimaksudkan untuk 
pengumpulan data berbentuk wawancara berupa tanya jawab 
secara lisan (interview) antara peneliti dengan beberapa 
narasumber (informan) yang dikerjakan secara sistematis 
berdasarkan pada tujuan penelitian dalam hal ini antara penulis 
dengan Kapolsek Panakkukang dan Anggota Polsek 
Panakkukang serta para pelaku aksi geng motor. Interview ini 
ditujukan pada para pakar hukum dalam hal yang berkaitan 
dengan judul penelitian.  
2. Metode Observasi; Metode observasi adalah pengumpulan data 
yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui 
pengamatan terhadap gejala objek yang diteliti. Berdasarkan hal 
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tersebut, maka Penulis akan melaksanakan observasi dengan 
maksud agar dapat mendekati dan mengetahui permasalahan 
yang sebenarnya kepada objek atau sasaran. 
3. Metode Dokumenter; Metode dokumenter adalah suatu metode 
penelitian yang menggunakan dokumen sebagai sumber 
datanya, dalam metode ini sumber informasinya berupa 
dokumen bahan-bahan tertulis atau tercatat.  
Dengan demikian, peneliti langsung mengambil data yang 
sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Sedangkan 
pengertian dokumen itu sendiri adalah laporan tertulis dari suatu 
peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran suatu 
peristiwa dan atau ditulis dengan sengaja untuk menyimpan 
atau meneruskan keterangan mengenai suatu peristiwa.  
Penulis menggunakan metode dokumenter karena :  
1. Keterbatasan kemampuan dalam meneliti maka dokumen 
mempunyai peranan yang sangat besar. 
2. Dapat melengkapi data yang diperoleh melalui data lainnya.  
 
D. Analisis Data  
Setelah Penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti 
tersebut diatas, maka untuk menyelesaikan sebuah karya tulis (skripsi) 
yang terpadu dan sistematis, maka digunakan suatu sistem analisis data 
yaitu Analisis kualitatif dan deskriptif, yaitu dengan cara menyelaraskan 
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dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai tindak pidana yang 
dilakukan oleh geng motor.  
Hasil wawancara dan studi kepustakaan tersebut kemudian diolah dan 
dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat 
deskriptif. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitan 
1. Gambaran Umum Kota Makassar 
1.1 Letak Wilayah 
Secara geografis, Kota Makassar berada berada koordinat 119 derajat 
bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan, dengan batas-batas wilayah 
sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene 
Kepulauan. 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros. 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan 
Takalar. 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
Wilayah Kota Makassar yang berbatasan langsung dengan Selat 
Makassar mempunyai garis pantai sepanjang 32 km yang membentang 
dari arah Selatan ke Utara, membujur ke arah Timur Laut. Wilayahnya 
mencakup beberapa pulau, diantaranya Pulau Kayangan, Pulau Lae-Lae, 
Pulau Lanjukang, Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bone Batang, 
Pulau Barang Lompo, Pulau Barangkeke, Pulau Kodingarenglompo, Pulau 
Samalona dan pulau-pulau kecil lainnya. 
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1.2 Luas Wilayah 
Luas Wilayah Kota Makassar adalah 175,77 km2. Secara umum 
konfigurasi bentuk wilayah Kota Makassar termasuk datar dan menurut 
morfologi regional merupakan deretan pegunungan Lompobattang yang 
berelief rendah. Keadaan topogratifinya datar hingga berombak dengan 
ketinggian berkisar antara 1-25 meter di atas permukaan laut. Satuan 
relief di daerah ini pada umumnya ditutupi aluvium hasil sedimentasi rawa, 
pantai dan sungai serta material hasil gunung api, dengan kemiringan 
lereng 0-2 %. 
Bentuk lahan adalah hasil bentukan asal aluvial di beberapa tempat 
mempunyai ketinggian yang sangat rendah dari permukaan laut sehingga 
sering tergenang dan merupakan rawa-rawa. Bentuk lahan ini dijumpai 
disekitar muara Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang yang secara 
geomorfologi dikategorikan sebagai dataran banjir sungai. Selanjutnya 
daerah yang mempunyai bentuk topografi berombak sebagai bagian 
terkecil dari wilayah Kota Makassar hanya dijumpai di wilayah utara dan 
timur yang secara administratif termasuk Kecamatan Biringkanaya. 
Secara administratif Kota Makassar sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi 
Selatan, mempunyai luas wilayah 175,77 km2 atau 0,28 % dari luas 
wilayah Sulawesi Selatan, terdiri dari 14 Kecamatan 143 Kelurahan. 
Dari 14 Wilayah Kecamatan, Kecamatan Biringkanaya yang 
merupakan wilayah terluas yaitu : 48,22 km2 atau 27,43 persen luas Kota 
Makassar dan Kecamatan Mariso yang merupakan wilayah  kecamatan 
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terkecil dengan luas wilayah : 0, 182 Ha. Gambaran luas wilayah 
perkecamatan dalam Kota Makassar dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
Tabel 1 
Luas Wiayah Perkecamatan Kota Makassar, Sulawesi Selatan 
NO KECAMATAN LUAS (Km2) 
1 Mariso  1,82 
2 Mamajang  2,25 
3 Tamalate  20,21 
4 Makassar  2,52 
5 Ujung Pandang  2,63 
6 Wajo  1,99 
7 Bontoala 2,1 
8 Ujung Tanah  5,94 
9 Tallo  5,83 
10 Panakkukang  17,05 
11 Biringkanaya  48,22 
12 Tamalanrea  31,84 
13 Manggala  24,14 
14 Rappocini  9,23 
 Jumlah  175,77 
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun 
2014 
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2. Data Jenis Dan Jumlah Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng 
Motor Di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar 
Sesuai hasil penelitian yang dilakukan penulis di Polsek Panakkukang, 
Kota Makassar, diperoleh informasi bahwa ada beberapa kasus geng 
motor di wilayah Panakkukang pada Tahun 2014.  Untuk lebih jelasnya 
penulis memaparkan dalam bentuk tabel. 
Tabel 2 
Jenis Kejahatan oleh Aksi Geng Motor dari Awal Bulan 1-12  
Di Kecamatan Pannakkukang, Kota Makassar Tahun 2014. 
no Jenis 
Kejahatan 
Bulan Dalam Tahun 2014 Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Tawuran  - 3 - - 2 2 1 1 - - - - 9 
2. Konsumsi 
Miras 
4 - 3 3 - 2 2 3 1 2 3 7 30 
3. Pencurian 3 2 2 - 4 2 3 2 - 3 2 6 29 
4. Merusak 
fasilitas 
umum 
3 4 1 4 4 4 2 2 - - - 2 28 
5. Perampokan  2 3 4 2 - 3 5 - - 2 1 6 28 
JUMLAH 124 
Sumber : Polsek Panakkukang Tahun 2014 
 Dalam Tabel 2 tersebut, sangat jelas bahwa jumlah kasus 
kejahatan yang dilakukan oleh geng motor terdapat 124 kasus, yakni 
tawuran, mengkonsumsi miras, melakukan pencurian, merusak fasilitas 
umum, dan peristiwa perampokan. Dan dari data tersebut setiap bulannya 
menunjukkan bahwa tingkat kejahatan yang dilakukan geng motor tidak 
menentu. 
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 Menurut  penulis bahwa adanya kejahatan yang dilakukan geng 
motor ini benar adanya disebabkan karena faktor usia muda(labil, masih 
mencari jati diri dan nakal), kurangnya perhatian dari orang tua, pengaruh 
lingkungan yang buruk, maraknya obat-obatan terlarang, serta mencoba 
meminum minuman keras. Dan karena adanya penyebab diatas, maka 
terjadilah kejahatan yang dilakukan oleh para geng motor. 
 
2.1 Data Umur Pelaku 
Berdasarkan hasil penelitian Penulis di Kantor Polsek Panakkukang 
Kota Makassar diketahui bahwa anggota geng motor yang paling banyak 
melakukan kejahatan adalah pelaku yang umurnya berkisar antara 15-17 
tahun. Untuk lebih jelasnya, Penulis menggambarkan mengenai umur 
pelaku tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut. 
Tabel 3 
 Data Umur Pelaku Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor Di Polsek 
Panakukkang Kota Makassar Tahun 2014 
 
 
 
 
  
 
               
 
Sumber : Polsek Panakkukang Tahun 2014 
No Umur Pelaku Tahun 
2014 
1. 15-17 Tahun  65 
2. 18-20 Tahun 32 
3. 21-22 Tahun 19 
Jumlah 106 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa paling banyak melakukan 
kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yang terjadi di Kecamatan 
Panakkukang selama Tahun 2014, yakni pelaku yang berumur antara 
kisaran 15-17 tahun. Hal ini sesuai dengan teori kriminologi bahwa yaang 
paling berpotensial orang yang melakukan kejahatan, adalah mereka yang 
masih muda atau remaja. 
Jumlah pelaku yang berumur pada kisaran 15 sampai 17 tahun, 
yaitu berjumlah 65 orang. Untuk yang berusia kisaran 18 sampai 20 tahun, 
tercatat sebanyak 32 orang. Kemudian untuk kisaran usia 21-22 tahun 
tercatat 19 orang. 
Menurut penulis data umur pelaku tersebut menunjukkan bahwa 
semakin tua seseorang, maka akan semakin berkurang pula 
kecendrungan untuk melakukan perbuatan jahat, dalam hal ini kejahatan 
yang dilakukan oleh geng motor. Hal ini mungkin disebabkan oleh belum 
stabilnya kondisi kejiwaan dan pengetahuan tentang hukum yang masih 
kurang pada pelaku yang masih berusia muda.  
Dan dari data tersebut di atas, adapun yang berhasil diamankan 
dan/ diamankan antara lain : 
1. Dejan Wahyudi alias Dejan Bin Salatong ;  
2. Arya Fitra alias Arya Bin Nasaruddin ;  
3. Arman alias Arman Bin Arsyad ; 
4. Andhika Pratama alias Andhika ; 
5. M. Ilham alias Ilang Bin Makmur. 
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Dan di antara mereka, Arya Fitra Bin Nasaruddin, Dejan Wahyudi 
alias Dejan, dan Andhika Pratama Alias Andika telah ditahan dan 
berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar. Bahwa mereka 
telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian pada malam hari secara 
bersama-sama sekitar jam 03.30 wita, di Jl. Bau Mangga No. Kota 
Makassar (pada tanggal 18 Mei 2014) dengan cara pelaku mendatangi 
Warkop 76 dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu mereka 
mengarahkan busurnya ke korban yang sedang duduk-duduk di warkop 
tersebut, pelaku mengambil barang-barang korban. Hal serupa juga 
banyak terjadi dan bahkan semakin bertambah manakala kita tidak 
mengantisipasinya. 
 
B. Pembahasan 
1. Faktor-Faktor Terjadinya Aksi Geng Motor Khususnya di 
Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar 
Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa terkait 
penyebab kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, telah banyak ahli 
kriminologi mengemukakan bahwa, kejahatan adalah hasil dari beberapa 
faktor-faktor baik dari internal maupun eksternal diri pelaku kejahatan. 
Maka perlu dilakukan penyelidikan atau penelitian yang dapat 
memberikan jawaban tentang sebab-sebab atau faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan, dalam hal ini kejahatan 
yang dilakukan oleh geng motor khususnya yang terjadi di Kecamatan 
Panakkukang, Kota Makassar pada Januari - Desember Tahun 2014.  
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Awalnya, penulis ingin melakukan penelitian terkait kejahatan yang 
dilakukan oleh geng motor yang terjadi di Kecamatan Panakkukang Kota 
Makassar sejak tahun 2011 sampai 2013. Namun, setelah penulis 
melakukan penelitian di Polsek Panakkukang, maka penulis hanya 
mendapatkan data kejahatan yang dilakukan oleh Geng motor pada tahun 
2014. Sehingga, terkait akselerasi penelitian ini maka penulis hanya 
memaparkan kejahatan geng motor pada tahun 2014 khususnya di 
kawasan territorial Kepolisian Sektor Panakkukang, Kota Makassar. 
Dalam wawancara pada tanggal 11 November 2014, Sekitar Pukul 
10.30, Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Panakkukang, Tri Hambodo 
menguraikan kepada Penulis, bahwa ada beberapa faktor penyebab 
kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar, Terkhusus di 
Kecamatan Panakkukang, antara lain :  
1. Faktor usia muda (labil, masih mencari jati diri dan masih nakal); 
2. Faktor kurangnya perhatian dari Orang tua;  
3. Faktor lingkungan; 
4. Faktor obat-obat terlarang seperti somadril. 
5. Faktor minuman keras. 
Kelima faktor penyebab kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di 
Kota Makassar, Terkhusus di Kecamatan Panakkukang yang telah 
diuraikan di atas, akan Penulis jelaskan lebih lanjut berdasarkan 
pendekatan kriminologi sebagai berikut :  
1. Faktor usia muda (labil, masih mencari jati diri dan masih nakal) 
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Fenomena munculnya geng motor memang tidak bisa dilepaskan dari 
dinamika sosial di masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang. 
Seperti misalnya saat ini, bahwa pelaku aksi geng motor adalah rata-rata 
mereka yang berusia dibawah 17 tahun. 
Menurut Kapolsek Panakkukang, Tri Hambodo bahwa Anak geng 
motor tersebut memiliki kepribadian mengontrol diri yang lemah. Sehingga 
mereka tidak bisa mengendalikan dan mengerem perilaku yang dianggap 
tidak baik dan merugikan masyarakat. kedua, anak yang bersangkutan 
gagal untuk mengaktualisasikan dirinya. Mereka tidak mampu 
menunjukkan eksistensi yang positif, yang muncul justru ulah negatif. 
Kegagalan ini menunjukkan kelemahannya dalam menentukan mana 
prilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. 
Usia remaja, tentu menjadi ajang bagi anak remaja untuk 
mengaktualisasikan dirinya, ingin mengetahui sesuatu yang telah terjadi di 
sekitarnya. Oleh karena itu, menurut penulis salah satu faktor kejahatan 
geng motor adalah murni karena kenakalan remaja, serta masih labilnya 
anak geng motor dalam mengaktualisasikan potensinya. Mereka 
menganggap bahwa dengan bergabung dalam geng motor maka power 
mereka menjadi lebih kuat dan mereka akan ditakuti oleh teman-teman 
sekolahnya maupun teman bergaulnya. 
Hal ini juga senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Armin selaku 
Kasi Hukum Polsek Panakkukang, bahwa berdasarkan hasil wawancara 
penulis dengan beliau, pada tanggal 13 November 2014, pukul 14.00 
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Wita, beliau mengatakan bahwa aksi geng motor mayoritas dilakukan oleh 
anak-anak SMA yang masih labil dan mencari jati diri. Geng motor 
semakin gencar merekrut anggota karena bagi mereka siapa yang 
memiliki massa yang banyak maka dia yang akan menguasai jalanan di 
waktu malam. Beliau melanjutkan bahwa dengan bergabung di geng 
motor maka mereka akan merasa kuat ditakuti di sekolahnya. 
2. Faktor Kurangnya perhatian dari Orang tua 
Salah satu penyebab utama mengapa remaja memilih bergabung 
dengan geng motor adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang 
tua. Hal ini bisa jadi disebabkan karena terlalu sibuknya kedua orang tua 
mereka dengan pekerjaan, sehingga perhatian dan kasih sayang kepada 
anaknya hanya diekspresikan dalam bentuk materi saja. Padahal materi 
tidak dapat mengganti dahaga mereka akan kasih sayang dan perhatian 
orang tua. 
Pada dasarnya setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian, 
pujian, dan kasih sayang di lingkungannya. Khususnya dari orang tua atau 
keluarganya, karena secara alamiah orang tua atau keluarga memiliki 
ikatan emosi yang sangat kuat. Hal ini diungkapkan oleh bapak Armin 
(Kasi Hukum Polsek Panakkukang) bahwa pada saat pengakuan, 
perhatian, dan kasih sayang orang tua tidak mereka (remaja) dapatkan di 
rumah, maka mereka akan mencarinya di tempat lain. Salah satu tempat 
yang paling mudah mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan itu 
adalah di lingkungan teman sebayanya. Ironinya, kegiatan-kegiatan 
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negative kerap menjadi pilihan anak-anak broken home tersebut sebagai 
cara untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya. 
Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek 
Panakkukang, Tri Hambodo mengatakan bahwa tradisi kehidupan 
masyarakat kota cenderung untuk mementingkan dan memperhatikan 
pekerjaannya semata. Karena itu, materi sangat penting bagi mereka 
yang memiliki karakter “tak cepat puas” akselerasinya dengan waktu yang 
terkuras mementingkan pekerjaannya sehingga urusan keluarga dalam 
hal ini memperhatikan dan memberikan kasih sayang kepada anaknya 
berkurang. Akhirnya. Anaknya merasa kurang diperhatikan dan merasa 
kurang diberikan kasih sayang. 
Beliau menambahkan bahwa keluarga merupakan institusi pertama 
yang seharusnya memberikan pendidikan terkait dengan nilai-nilai social, 
budaya dan agama yang kuat. Kalau orang tua tidak cukup waktu untuk 
memberikan bekal nilai-nilai agama misalnya, orang tua bisa bekerjasama 
dengan tokoh ulama atau ustadz untuk secara teknis memberikan 
pendidikan agama.   
3. Faktor Lingkungan  
Mencuatnya perilaku negatif anak remaja yang masuk dalam kelompok 
geng motor dipicu oleh faktor lingkungan anak, misalnya anak bergaul 
dengan anak lainnya yang memiliki bawaan perilaku tidak terpuji. Hal ini 
disampaikan oleh Kapolsek Panakkukang, Tri Hambodo Beliau 
menambahkan bahwa “…..anak yang tinggal di lingkungan tempat tinggal 
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yang dibekali pendidikan agama, pendidikan etika dan nilai-nilai sosial 
budaya yang memadai maka tentu akan menciptakan kualitas anak yang 
lebih baik”. 
Pada dasarnya perilaku menyimpang harus dilihat sebagai hasil 
interaksi dari transaksi yang tidak benar antara seseorang dengan 
lingkungan sosialnya. Dengan demikian, sejalan apa yang dikatakan oleh 
bapak Armin Selaku Kasi Hukum Polsek Panakkukang yang penulis 
wawancarai pada tanggal 13 November 2014 sekitar pukul 09.00 wita. 
Bahwa beliau mengatakan problem kesalahan anak remaja dalam 
berinteraksi dengan sesamanya ketika anak tersebut tidak mampu melihat 
mana lingkungan yang mampu mengeksplor kemampuan jati dirinya 
kearah positif dan mana lingkungan yang kearah negatif. 
Dengan demikian, perilaku menyimpang seorang remaja harus dirunut 
dari bagaimana orang tua mempersiapkan member bekal dala usia dini 
agar seorang anak siap bersosialisasi dengan lingkungan yang lebih baik.  
4. Faktor obat-obat terlarang seperti somadril 
Kenyataan menunjukkan bahwa anak remaja yang tergabung dalam 
kelompok geng motor acapkali sebelum melakukan aksi kejahatannya 
maka mereka mengkonsumsi obat-obatan daftar G, seperti somadril. 
Somadril adalah obat khusus untuk anjing namun karena manusia juga 
mengkonsumsi sebagai obat agar mereka cepat merasakan “kenikmatan” 
seperti dilanda rasa mabuk yang mendalam. 
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Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kapolsek Panakkukang, Tri 
Hambodo Beliau mengatakan bahwa sering bagi mereka sebelum 
melakukan aksinya, mereka terlebih dahulu mengkonsumsi obat-obatan 
terlarang dan atau obat-obat yang membuat mereka cepat mabuk, seperti 
obat Somadril. Namun, tidak menutup kemungkinan mereka juga 
mengkonsumsi obat-obatan seperti ganja, Narkoba, dan sebagainya. 
5. Faktor Pengaruh Minuman Keras  
Kenyataannya menunjukan bahwa orang yang sering minum-minuman 
keras secara berlebihan akan dapat mempengaruhi syaraf berfikir atau 
melahirkan suatu kepribadian yang menyimpang (abnormal), dengan ciri-
ciri sebagai berikut :  
1. Terlalu mengutamakan dan mementingkan diri sendiri; 
2. Ketergantungan kepada seseorang atau orang lain;  
3. Perasaan yang berlebih-lebihan terhadap kemampuan diri sendiri 
atau merasa dirinya jagoan. 
Memang benar, ternyata dengan pengaruh minuman keras, seseorang 
dapat melakukan suatu kejahatan tanpa disadari apakah tindakan tersebut 
benar atau salah. Yang terjadi adalah pelaku kejahatan tersebut bertindak 
diluar pemikiran yang normal atau dalam pengaruh minuman keras. Orang 
tersebut menjadi mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan 
juga terganggu, menekan pusat pengendalian diri sehingga yang 
berangkutan menjadi berani dan agresif. Apabila hal ini tidak terkontrol, 
akan menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma dan 
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sikap moral yang lebih parah lagi, dengan kata lain menimbulkan tindak 
pidana atau kriminal.  
Seorang pecandu minuman keras tidak dapat lagi berhenti minum 
tanpa merasakan akibat yang buruk bagi dirinya.Ia menjadi tergantung 
pada minuman keras, secara fisik maupun psikologis. Minuman keras 
merupakan penekanan (depresant) terdapat aktifitas di bagian susuan 
saraf pusat. Peminum minuman keras akan kekurangan rasa pencegah 
atau sifat menghalangi. Ia merasa bebas dari rasa tanggungjawab dan 
kegelisahan pengawasan terhadap pikiran dan badan terancam akibat 
dirinya mabuk (Hari Sasangka, 2003:107). 
Seorang pecandu minuman keras dimulai dengan meminum- minuman 
lebih banyak dari yang lain, yang akhirnya menyebabkan hang over 
(perasaan sakit esok harinya setelah minum terlalu banyak). Hal tersebut 
bisa disembuhkan dengan minum lagi sehingga tidak bisa pisah dari 
minuman keras. Pemakai merasa tegas, euforia, hambatan dirinya kurang 
sehingga berbicara lebih banyak dari biasanya, merasa lebih bebas dalam 
hubungan antar personal, muka kelihatan kemerah-merahan karena 
tekanan darah dan denyut jantung meningkat. Peminum akan gelisah, 
tingkah lakunya kacau, bicara cadel, berjalan semponyongan (Hari 
Sasangka, 2003:108). 
Dari hasil wawancara penulis dengan Tri Hambodo selaku Kapolsek 
Panakkukang pada tanggal 11 November 2014, beliau mengatakan 
bahwa “Minuman keras (minuman beralkohol), selain berpotensi 
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menimbulkan kriminalitas, juga dapat merusak kesehatan. Oleh karena itu, 
alkoholisme tidak boleh dibiarkan merajalela di tengah masyarakat”.  
Penggunaan minuman keras secara berlebihan dan tidak terkendali, 
akan menimbulkan berbagai masalah, baik bagi diri sendiri maupun orang 
lain atau lingkungan masyarakat sekitarnya, bahkan bisa sampai 
mengganggu stabilitas pembangunan daerah.  
Jadi, minuman keras sangat mempengaruhi bagi seseorang untuk 
melakukan kejahatan, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh geng 
motor.  
Penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya 
kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar khususnya di 
Kecamatan Panakukkang adalah benar adanya faktor usia yang masih 
sangat muda, labil, masih mencari jati diri, dan masih ingin mencoba hal-
hal yang baru, serta kurangnya perhatian dari orang tua, faktor lingkungan 
yang buruk, mengkonsumsi obat-obatan terlarang hingga meminum-
minuman keras. Faktor-faktor inilah yang sangat berpengaruh sehinggan 
anak-anak yang terkumpul dalam suatu geng motor tersebut melakukan 
tindak kejahatan.  
 
2. Peran Polsek Panakkukang Dalam Menanggulangi Tindak 
Pidana yang Dilakukan Geng Motor Tahun 2014 
Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, pada dasarnya dapat 
ditekan jumlahnya. Tetapi untuk menghilangkannya sangatlah sulit. Oleh 
karena itu, usaha aparat penegak hukum khususnya anggota Kepolisian 
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Sektor Panakkukang dalam menanggulangi tingkat perkembangan 
kejahatan yang dilakukan oleh geng motor pada umumnya, khususnya 
yang terjadi di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dapat dilakukan 
dengan upaya preventif dan represif.  
a. Upaya preventif 
Dalam menegakkan hukum pidana, cara penanggulangan atau 
penegakan, baik bersifat preventif maupun bersifat represif harus selalu 
melibatkan aparat penegak hukum dengan disertai peran aktif 
masyarakat.  
Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif ini juga merupakan 
tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan 
preventif ini berusaha memberantas kejahatan itu dengan jalan 
menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu 
kejahatan. Dengan kata lain, kesempatan pelaku yang dicegah.  
Dalam wawancara penulis bersama Tri Hambodo selaku Kapolsek 
Panakkukang menerangkan bahwa tindakan preventif yang dilakukan oleh 
Kepolisian Sektor Panakkukang, antara lain:  
Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Sektor 
Panakkukang antara lain : 
1. Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya 
kejahatan ; upaya ini dilakukan karena mayoritas accident 
kejahatan yang dilakukan oleh Geng motor terjadi di tempat seperti 
Indomaret, Alfamart, Warkop dan sebagainya, sehingga kami 
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mengantisipasi itu dengan menempatkan anggota di setiap titik 
rawan terjadinya aksi geng motor. 
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin; hal ini demi 
menciptakan rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan tidak 
was-was lagi terhadap tindakan Geng motor khususnya di malam 
hari.  
3. Mengadakan penggerebekan terhadap penjual minuman keras; 
upaya ini demi mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh Geng 
motor, sebab anggota Geng motor sebelum melakukan aksinya, 
mereka “pesta miras” terlebih dahulu.  
4. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya 
melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi suatu 
kejahatan yang dilakukan oleh geng motor;  
5. Mengadakan penyuluhan di setiap sekolah; hal ini terkait program 
yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Makassar dan 
Polrestabes Makassar agar siswa-siswa baik di SMA maupun SMK 
dapat menghindari serta menjauhi geng motor. 
 
b. Upaya Represif  
Penanggulangan kejahatan geng motor dengan bersifat represif 
merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi. 
tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan 
pidana dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan.  
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Tujuan pemidanaan terhadap perbuatan suatu kejahatan, untuk 
memperbaiki tingkah lakunya yang menyimpang dari norma-norma yang 
hidup dan di junjung tinggi oleh masyarakat. Baik norma agama, adat 
maupun norma hukum. Pembinaan merupakan tindakan yang efektif agar 
seseorang pembuat sesuatu kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatan 
yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.  
Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang 
ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, yaitu:  
1. Untuk memperbaiki pribadi terpidana, 
2. Untuk memmbuat orang menjadi jera untuk melakukan 
kejahatan, 
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi mampu 
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, setelah mereka 
bebas dari tahanannya.  
Adapun upaya represif untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan 
oleh geng motor, anggota Polsek Panakukkang dan jajarannya melakukan 
upaya-upaya sebagai berikut :  
1. Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka 
kejahatan.  
2. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang 
bukti upaya lainnya dalam rangka penyidikan kasus tersebut, 
dan selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke 
Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya.  
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Setelah keluar putusan Pengadilan Negeri, selanjutnya terdakwa 
dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan untuk diberikan pembinaan-
pembinaan dengan tujuan memperbaiki perilaku tersebut.  
Lebih lanjut Kapolsek Panakkukang menerangkan kepada Penulis, 
bahwa:  
“Tindakan pembinaan juga dilakukan kepada mereka yang diduga 
melakukan aksi geng motor, bagi mereka yang dibawah umur, kami 
tahan sehari dan kami membuatkan surat keterangan kepada orang 
tua pelaku geng motor untuk tidak mengulangi lagi tindakannya” 
 
Hal inipun belum menjamin bahwa si pelaku kejahatan tersebut dapat 
berubah sikapnya. Kenyataan yang terjadi, kerap kali si pelaku kejahatan 
tersebut kembali lagi ke Lembaga Pemasyarakatan, apakah dengan 
kasus yang serupa ataupun dengan kasus yang berbeda. 
Oleh karena itu, dibutuhakan pembinaan yang serius, yaitu pembinaan 
yang sifatnya tepat sasaran.  
Menurut penulis mengenai peran Polsek Panakukkang dalam 
menanggulangi Tindak Pidana yang dilakukan oleh geng motor ialah Para 
oknum polisi harus lebih serius lagi dalam menanggulangi Geng Motor 
yang Berkeliaran di Sekitar Kec. Panakukkang. Peran masyarakat juga 
sangat penting dalam menanggulangi adanya tindak pidana yang 
dilakukan oleh para geng motor. Konsep diversi juga salah satu upaya 
untuk menanggulangi Tindak Pidana yang dilakukan oleh geng motor, 
dimana prinsip utama dalam pelaksanaan diversi yaitu tindakan persuasif 
dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki 
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kesalahannya, agar kemudian menghindarkan anak dari stigma sebagai 
“anak nakal” mengingat pelaku tindak pidana dari geng motor sebagian 
besar terdiri dari anak. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan 
sebagai berikut :  
1. Bahwa ada beberapa faktor penyebab kejahatan yang dilakukan 
oleh geng motor di Kota Makassar, Terkhusus di Kecamatan 
Panakkukang, antara lain :  
a. Faktor usia muda (labil, masih mencari jati diri dan masih 
nakal); 
b. Faktor kurangnya perhatian dari Orang tua;  
c. Faktor lingkungan; 
d. Faktor obat-obat terlarang seperti somadril. 
e. Faktor minuman keras. 
2. Dalam prakteknya ada beberapa hal yang telah di lakukan oleh 
pihak Polsek Panakkukang dalam upaya mengurangi tindak 
kekerasan anggota geng motor, yaitu : 
a. Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan 
terjadinya kejahatan ; upaya ini dilakukan karena mayoritas 
accident kejahatan yang dilakukan oleh Geng motor terjadi di 
tempat seperti Indomaret, Alfamart, Warkop dan sebagainya, 
68 
sehingga kami mengantisipasi itu dengan menempatkan 
anggota di setiap titik rawan terjadinya aksi geng motor. 
b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin; hal ini 
demi menciptakan rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan 
tidak was-was lagi terhadap tindakan Geng motor khususnya di 
malam hari.  
c. Mengadakan penggerebekan terhadap penjual minuman keras; 
upaya ini demi mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh Geng 
motor, sebab anggota Geng motor sebelum melakukan aksinya, 
mereka “pesta miras” terlebih dahulu.  
d. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar 
secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila 
terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh geng motor; 
  
B. Saran  
Adapun saran yang dapat direkomendasikan oleh penulis adalah 
sebagai berikut :  
1. Memperbaiki sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya 
tindakan-tindakan kejahatan. 
2. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya 
untuk lebih meningkatkan tindakan reprensif maupun preventif.  
3. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi 
pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi 
kejahatan. 
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4. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran 
hukum bagi masyarakat terkhususnya bagi siswa-siswi Kota 
Makassar.  
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